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ABSTRAK 

Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat berhak dilindungi 

oleh hukum khususnya melalui sistem peradilan pidana anak. Pidana penjara 

dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal 

anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan 

kekerasan. Ketentuan pasal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana 

penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP maka 

seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat tetap dapat 

dijatuhi sanksi pidana penjara. Tidak menutup kemungkinan seorang anak 

sebagai pelaku tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana penjara. Dalam hal 

ini, anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat merujuk pada 

ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak bahwa pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling 

lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan 

terhadap orang dewasa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud 

dengan maksimum ancaman pidana penjara tergadap tindak pidana yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Artinya menjadi suatu 

kebaikan sistem peradilan pidana anak bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi 

anak hanya ½ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Anak yang 

melakukan tindak pidana penganiayaan berat hanya dapat dijatuhi hukuman 

pidana penjara maksimum ½ (satu perdua) dari 10 (sepuluh) tahun lamanya 

hukuman penjara orang dewasa. Mengingat adanya faktor negatif yang 

diberikan dari penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana maka 

perlu adanya penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melanggar hukum wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi kedudukan anak 

dimuka hukum tetap harus mendapatkan perlindungan. Penyelenggaraan 

sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi 

pidana pada anak yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi lebih 

difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai 

sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.  

       Kata Kunci : Pidana Penjara, Penganiayaan Berat, Anak Sebagai Pelaku 
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ABSTRACT 

Children who commit serious abuse crimes have the right to be protected by 

law, especially through the juvenile criminal justice system. Imprisonment in 

Article 79 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile 

Criminal Justice System is called a criminal restriction of freedom which is 

applied in cases where a child commits a serious crime or a crime 

accompanied by violence. The provisions of this article, if associated with the 

crime of serious abuse as regulated in Article 354 paragraph (1) of the 

Criminal Code, then a child who commits a crime of serious abuse can still be 

sentenced to imprisonment. It is possible for a child as a perpetrator of a 

crime to be sentenced to imprisonment. In this case, a child as a perpetrator of 

a crime of serious abuse refers to the provisions of Article 79 paragraph (2) of 

Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that 

restrictions on freedom are imposed on children for a maximum of ½ (one 

half) of the maximum prison sentence threatened to adults. Based on the 

provisions of this article, what is meant by the maximum threat of 

imprisonment for a crime committed in accordance with the provisions of the 

Criminal Code. This means that it is a good thing for the juvenile criminal 

justice system that the imposition of criminal sanctions for children is only ½ 

(one half) of the sentence for adults. Children who commit serious abuse can 

only be sentenced to a maximum of ½ (one half) of the 10 (ten) years of 

imprisonment for adults. Given the negative factors given by the imposition 

of criminal sanctions for children who commit crimes, it is necessary to have 

proper handling and law enforcement for children as perpetrators of crimes. 

Children who break the law are required to be held accountable for their 

actions, but the position of children before the law must still receive 

protection. The implementation of the juvenile justice system is not solely 

aimed at imposing criminal sanctions on children who have committed a 

crime, but is more focused on the basic idea that the imposition of these 

sanctions is a means of supporting the realization of the welfare of children 

who commit crimes. 

Keywords: Imprisonment, Serious Abuse, Children as Perpetrators 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang 

harus berperan aktif dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan bagi 

para pencari keadilan. Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk 

membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya. Hukum 

pidana harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada 

ditengah-tengah masyarakat.
1
 Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana 

formal mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat 

perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.
2
 

Terdapat berbagai macam bentuk tindak kejahatan yang dapat dipandang 

sebagai suatu perbuatan pidana. Sebagian besar tindak kejahatan termuat dan 

diatur didalam KUHP yang secara tegas memiliki ancaman berupa snaksi 

pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali ditemui dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu tindakan penganiayaan. Tindakan penganiayaan 

merupakan bentuk dari suatu tindak pidana. 

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut mishandeling 

diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-ll KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat 

untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F 

Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu 

                                                           
1 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 18 
2 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 10. 
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kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. 

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengatakan seseorang telah melakukan 

penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan 

untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.
3
 

Penganiayaan dalam bentuk pokok atau lebih dikenal dengan istilah 

penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang 

mengatur: 

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP tersebut, seseorang dapat 

mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan 

tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, 

kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang 

lain) disamakan dengan penganiayaan. Selain itu, KUHP juga 

mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan 

                                                           
3 P.A.F. Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 

2010, hlm. 132 
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juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi 

pemidanaan yang berbeda pula. 

Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana 

penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 

355 KUHP yang mengatur: 

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah harus dikenakan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa seseorang 

yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan adanya 

perencanaan atau unsur kesengajaan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 

dua belas tahun. Sementara itu, apabila tindak pidana penganiayaan berat 

hinga mengakibatkan matinya seseorang, maka pelaku harus dikenakan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun. 

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa 

disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (individual 

responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk 

bertanggumg jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan suatu 

perbuatan pidana.  
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Tindak kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. 

Kejahatan dapat juga dilakukan oleh anak-anak. Dalam faktanya anak-anak 

sebagai generasi penerus pembagunan, yaitu generasi yang dipersiapkan 

sebagai objek pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali 

di masa depan negara, sudah banyak yang melakukan suatu tindak pidana. 

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap 

tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, 

sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.
4
  

Anak merupakan individu yang belum dapat meyadari secara penuh atas 

tindakan/perbuatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena anak 

merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.
5
 Ketika anak 

melakukan pelangaran hukum. Maka tindakan yang dilakukan masyarakat 

seharusnya bukanlah pemberian hukuman. Anak bukanlah untuk dihukum 

melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh 

dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak 

adalah anugerah Allah Yanga Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus 

bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang 

anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang 

melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah 

layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.
6
 

                                                           
4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 57 
5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jakarta: Refka Aditama, 2010, hlm. 43 
6 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1 



 

5 
 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah serius yang 

dihadapi oleh setiap negara. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan 

antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya 

seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang 

dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak 

dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan 

bagaimana haknya dilindungi hukum.
7
 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah 

bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis 

yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap Anak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam diri setiap anak melekat harkat, 

martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. 

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan Anak 

(Politik Kriminal Anak) saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan Anak 

(Juvenile Justice). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan Anak tidak 

semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi Anak yang telah 

melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa 

penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung dan mewujudkan 

kesejahteraan. Pelaku Tindak Pidana Anak yang melakukan pelanggaran 

hukum atau melakukan Tindakan Kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor 

lain di luar diri Anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan 

                                                           
7 Mulyana W. Kusumah (ed), Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.3 
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sebagainya, karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak pada umumnya 

adalah proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa 

atau di sekitarnya.
8
 

Apabila ditinjau dari kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber 

daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta 

memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam 

upaya tersebut. Permasalahan yang sebelumnya, mengenai anak yang 

bermasalah secara hukum harus diselesaikan secara komprehensif dalam 

rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas.
9
 

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak 

pidana di Indonesia dengan dikeluarkannya regulasi Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang 

SPPA). Dalam hal ini, tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak 

ini menekanakn pada tujuan kepentingan perlindungan dna kesejahteraan anak 

terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut. 

Kehendak dari pembentukan Undang-Undang SPPA adalah bahwa 

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan 

hukum mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah 

                                                           
8 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU 

Press, 2010, hlm. 1 
9 M. Nasir Djamil, Op. Cit., hlm. 3 
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menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti 

ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang SPPA. 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang 

pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan 

bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa apabila anak sudah mencapai umur 

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan 

merujuk pada proses peradilan pidana anak.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam 

konsiderannya menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi 

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan 

sifat khusus segingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak 

manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. 



 

8 
 

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara 

lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan 

khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak dapat pula diberikan 

kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b.  

Perkembangan masyarakat modern, telah memberi dampak positif 

maupun dampak yang negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya 

manusia. Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu 

kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas 

kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun 

sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu 

kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak kejahatan kekerasan. 

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu 

dilakukan oleh anak- anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai 

tindakan tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut 

tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah 

mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi 

,melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainya yang secara langsung 

maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya. 

Banyak sekali anak anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan 
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ke dalam penjara,atau rumah tahanan dan seringkali mereka di pelakukan 

selayaknya orang dewasa.
10

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebur penulis dalam skripsi ini akan 

mengkaji terkait hal tersebut dengan judul skripsi, Penerapan Pidana Penjara 

Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Anak Sebagai 

Pelaku. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan 

berat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku? 

2. Bagaimana efektivitas penerapan pidana penjara dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana 

penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak. 

2. Untuk mengkaji efektivitas penerapan pidana penjara dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak. 

D. Urgensi Penelitian 

Urgensi dari dilakuannya penelitian ini adalah adanya tindak pidana 

penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Penjatuhan 

sanksi pidana penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam 

hal tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak secara nyata 

tidak mampu untuk memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan 

                                                           
10 Maidin Gultom, Op.Cit., hlm. 67  
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permasalahan hukum. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang secara tegas mengatur bahwa harkat dan martabat 

anak harus dijunjung tinggi dan diberikan perlindungan ternyata belum dapat 

perlaku secara efektif. Perlu adanya penerapan hukum yang optimal dalam hal 

perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 

kepada masyarakat luas tentang penerapan pidana penjara terhadap tindak 

pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak, serta efektivitas dari 

penerapan pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Akira Assa, Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak 

Di Bawah Umur, Lex CrimenVol. VIII/No. 4/Apr/2019. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaturan    hukum tindak pidana penganiayaan berat menurut hukum 

pidana Indonesia dan    bagaimana penerapan hukum pidana terhadap   

anak   di bawah umur sebagai pelaku   tindak pidana penganiayaan berat 

yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. 

Tindak  Pidana  Penganiayaam  Berat  di  atur dalam   hukum   positif   

Indonesia   yaitu   dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Penganiayaan 

adalah   suatu   bentuk   perbuatan   yang   dapat merugikan   orang   lain   

terhadap   fisik   bahkan dapat  berimbas  pada  hilangnya  nyawa  orang 

lain. Dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 358 mengatur    tentang    

penganiayaan.Ada tiga kategori  penganiayaan    yaitu:    penganiayaan 
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ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang  mengakibatkan  

kematian.  Dan terhadap pelakunya   dikenakan   sanksi   hukuman   sesuai 

dengan   aturan   hukum   yang   berlaku   dalam pasal-pasal tersebut. 2. Di 

dalam ilmu hukum dikenal adanya  asas  persamaan  dalam  hukum yang  

disebut equality  before  the  law artinya setiap  orang  mendapat  

perlakuan  yang  sama dalam hukum tanpa membedakan agama, suku, ras,  

status  sosial  dan  lain  sebagainya. Seorang anak yang melakukan tindak 

pidana penganiayaan berat harus mempertanggungjawabkan  secara  

hukum  atas perbuatannya tersebut. Penerapan    hukum pidana  terhadap  

anak  dibawah  umur  sebagai pelaku    tindak    pidana  penganiayaan  

berat berbeda  dengan orang dewasa. Terhadap pelaku   tindak   pidana   

anak   di   bawah   umur diterapkan  peraturan hukum berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.   

2. I Wayan Ogi Wiryawan, Dkk., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam 

Perspektif HAM. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2 No. 1 Februari 2021. 

Saat ini, penganiayaan kepada orang tua yang dilakukan oleh anak, sering 

terjadi dikalangan masyarakat yang biasa disebut dengan kekerasan anak 

terhadap orang tua. Anak menjadi jahat disebabkan oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal sehingga nekat berbuat perilaku tidak 

berperikemanusiaan terhadap orangtuannya sendiri. Kasus ini juga 
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merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib ditegakan. 

Namun, seorang anak tidak dapat dipidana karena maish dibawah umur. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan 

terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kepada orang 

tua dan menjelaskan sanksi pemidanaan yang diberikan terhadap seorang 

anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa anak tetap dapat dikenakan sanksi pidana namun juga 

bisa dikenakan sanksi berupa sanksi pembinaan oleh instansi terkait. Anak 

dalam kasus ini yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah 

seorang anak dibawah umur, pemidanaannya pun berbeda dengan 

pemidanaan biasa dimana pemidanaan anak bertujuan membina anak dan 

bukan berfokus pada efek jera bagi pelaku kejahatan. 

3. Indra Wijayanti, Dkk., Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan 

Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 

PAMALI (Pattimura Magister Law Review), Volume 1 Nomor 2, 

September 2021. Perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak, 

bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui 

diversi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian 

sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisa dan membahas bentuk penyelesaian Perkara 

tindak pidana penganiayaan dengan pelaku Anak menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa apabila 

penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui diversi berhasil 
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damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah 

adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses 

penyelesaian dengan diversi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan 

lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. 

Apabila dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan damai 

atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana 

anak dilanjutkan ke Pengadilan dan penyelesaian perkara tindak pidana 

penganiayaan dengan pelaku anak sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

penganiayaan dengan pelaku anak masih terdapat kendala-kendala yang 

dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan 

studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji 

undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonse ipkan se ibagai 

norma atau kaidah yang be irlaku dalam masyarakat dan meinjadi acuan 

peirilaku se itiap orang. Peineilitian ini meirupakan pe ineilitian ke ipustakaan 

(library reiseiarch) yang me irupakan peineilitian de ingan cara untuk 

me indapatkan informasi yang ada dari bahan ke ipustakaan seipe irti buku, 

majalah, dokume in, artike il, dan jurnal hukum
11

 Be irdasarkan peinge irtian 

te irseibut, dalam pe inulisan skripsi ini pe inulis me inggunakan jeinis peine ilitian 

                                                           
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm. 52 
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keipustakaan dikare inakan dalam pe ineilitian ini me inggunakan lite iratur yang 

diambil dari bahan ke ipustakaan se ipeirti buku, jurnal, dokume in, dan artike il 

hukum yang me imiliki re ile ivansi deingan peirmasalahan yang dibahas dalam 

peine ilitian ini. 

2. Meitode i Peindeikatan 

Di dalam pe ine ilitian hukum normatif te irdapat be ibeirapa pe indeikatan, 

deingan pe indeikatan te irseibut pe ineiliti akan me indapatkan informasi dari 

beirbagai aspe ik me ingeinai isu yang se idang dicoba untuk dicari jawabannya. 

Meitode i peindeikatan dalam pe ineilitian ini adalah pe indeikatan pe iraturan 

peirundang-undangan (statue i aproach).
12

 Suatu pe ine ilitian hukum normatif 

te intu harus me inggunakan pe indeikatan peirundang-undangan, kareina yang 

akan dite iliti adalah beirbagai aturan hukum yang me injadi fokus seikaligus 

te ima se intral dalam pe ine ilitian ini yaitu e ifeiktivitas atau tidak be ikeirjanya 

sanksi pidana pe injara te irhadap tindak pidana pe inganiayaan be irat yang 

dilakukan ole ih anak, dan dalam hal pe irlindungan anak. 

3. Sumbe ir Data 

Peineilitian ini me irupakan peine ilitian hukum normatif deingan 

me inggunakan data seikunde ir. Data seikundeir yaitu, data yang dipe iroleih dari 

keipustakaan. Data seikundeir digunakan untuk me incari data awal atau 

informasi, me indapatkan landasan te iori atau landasan hukum, me indapatkan 

batasan, de ifinisi, arti suatu istilah.
13

 Be irdasarkan de ifinisi te irseibut, data 

                                                           
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cet 2., Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29. 
13 Johnny Ibrahim Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia 

Publishing, 2006, hlm. 49 



 

15 
 

seikundeir yang digunakan dalam pe ineilitian ini dalam be intuk bahan hukum 

prime ir, bahan hukum se ikunde ir, dan bahan hukum te irsieir. Yaitu: 

a Bahan hukum prime ir 

Bahan hukum prime ir yaitu bahan-bahan hukum yang 

me ingikat be irupa undang-undang. Adapun bahan hukum prime ir 

dalam pe ineilitian ini me irupakan bahan hukum yang be irkaitan 

eirat de ingan pe irsoalan yang akan di bahas yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Neigara Re ipublik Indoneisia Tahun 

1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak; 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teintang 

Peirlindungan Anak. 

b Bahan hukum se ikundeir 

Bahan hukum se ikundeir yaitu bahan-bahan hukum yang 

me imbe irikan pe injeilasan me ingeinai bahan-bahan hukum yang 

dipe iroleih dari studii keipustakaan be irupa li iteiratur-liite iratur yang 

beirkai itan deingan peine iliiti ian. Bahan hukum se ikundeir yang 

diigunakan dalam pe ineili iti ian iinii yai itu buku-buku iilmu hukum 

dan jurnal-jurnal hukum yang te irkai it deingan peineirapan pi idana 

peinjara teirhadap ti indak piidana pe inganiiayaan be irat yang 
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diilakukan ole ih anak seibagai i pe ilaku dan e ifeiktiivi itas pe ineirapan 

piidana pe injara dalam Undang-Undang Peirli indungan Anak 

c Bahan hukum te irsiieir 

Bahan hukum te irsiie ir yai itu bahan hukum yang me imbe irii 

peinjeilasan te irhadap bahan hukum pri ime ir dan bahan hukum 

seikundeir. Dalam pe ineili iti ian iinii me inggunakan bahan hukum 

te irsiieir beirupa KBBIi, Kamus Hukum, dan E insiiklopeidiia. 

Peineili iti ian i inii me inggunakan bahan hukum te irsiie ir untuk 

me inambah khasanah i ilmu pe ingeitahuan khususnya dalam 

biidang hukum pi idana untuk me injawab peirsoalan-pe irsoalan 

yang te irdapat dalam peine iliiti ian iini i. 

4. Meitode i Peingumpulan Data 

Peingumpulan bahan hukum dalam pe ineili iti ian iinii diilakukan de ingan 

peine iliiti ian ke ipustakaan (li ibrary reiseiarch), yai itu de ingan me inggunakan 

te ikniik te ilaah arsi ip atau studi i pustaka te irhadap buku-buku, jurnal, arti ikeil, 

the isiis atau karya para pakar yang be irkai itan deingan peine ili itiian yang 

diilakukan. Pe ineili iti ian iini i me inggunakan me itodei keipustakaan beirdasarkan 

data se ikundeir yang me imi ili ikii reile ivansii deingan pe irmasalahan peine irapan 

piidana pe injara te irhadap ti indak pi idana pe ingani iayaan be irat yang diilakukan 

ole ih anak se ibagai i peilaku dan e ifeikti ivi itas pe ineirapan pi idana peinjara dalam 

Undang-Undang Peirliindungan Anak. 

5. Meitode i Anali isiis Data 
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Seite ilah bahan hukum te irkumpul, maka bahan hukum te irseibut 

diianali isiis untuk me indapatkan konklusi i, beintuk dalam te ikniik anali isiis 

bahan hukum adalah conte int analiisiis. Dalam anali isiis bahan hukum je iniis 

iini i dokume in atau arsiip yang di ianali isiis diiseibut de ingan i istiilah te iks yang 

me inunjukkan pada me itodei anali isiis yang iinte igrati if dan seicara konseiptual 

ce indeirung diiarahkan untuk me ineimukan, me ingiideinti ifiikasii, meingolah dan 

me inganali isa bahan hukum untuk me imahami i makna, si igniikansi i dan 

reile ivansiinya.
14

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk me imbe iriikan gambaran umum meinge inaii i isii peimbahasan dalam 

peinuli isan skriipsii iinii, peirlu diikeimukakan siisteim mati ika peimbahasan seibagai i 

beiri ikut: 

BAB Ii Peindahuluan. Bab i ini i diike imukakan latar be ilakang masalah, tujuan dan 

manfaat pe inuli isan skriipsii, ti injauan pustaka, me itodei peineili iti ian dan siisteimati ika 

peinuli isan. 

BAB IiIi Tiinjauan Konseiptual. Bab i inii peinuli isan me injeilaskan keite intuan umum 

te intang pi idana dan peimi idanaan, ti injauan umum ti indak pi idana pe inganiiayaan, 

dan konseip peiradi ilan piidana anak. 

BAB IiIiIi Hasiil Peineili iti ian dan Peimbahasan. Bab i inii peinuli is me injeilaskan 

te intang Peineirapan Piidana Pe injara teirhadap ti indak piidana peingani iayaan be irat 

yang di ilakukan ole ih anak se ibagai i pe ilaku. Dan e ifeikti iviitas peine irapan pi idana 

peinjara dalam Undang-undang Peirli indungan Anak.  

                                                           
14 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 203 
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BAB IiV Peinutup. Bab i inii me iliiputi i ke isiimpulan dan saran darii hasi il peine iliiti ian 

dan pe imbahasan. 
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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

A. Ketentuan Umum Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

Piidana be irasal dari i kata straf dalam Bahasa Beilanda yang arti inya 

seibagai i suatu pe indeiriitaan atau ne istapa. Moeiljatno me imbe idakan i isti ilah 

“piidana” dan “hukuman”. Be iliiau ti idak seituju te irhadap i istiilah-iisti ilah 

konveinsiional yang me ineintukan bahwa iisti ilah “hukuman” beirasal dari i 

kata “straf” dan i istiilah “diihukum” be irasal dari i peirkataan “wordt ge istraft”. 

Peinggunaan i isti ilah yang i inkonveinsiional, yai itu “piidana”untuk kata “straf” 

dan “diiancam de ingan pi idana” untuk kata “word geistraft”. Hal i inii 

diiseibabkan apabi ila kata “straf” diiarti ikan “hukuman”, maka kata “straf 

reicht” be irarti i “hukum-hukuman”. Me inurut Moeiljatno, “diihukum” be irarti i 

diite irapi i hukum, bai ik hukum pe irdata maupun hukum pi idana. “Hukuman” 

adalah hasi il atau aki ibat dari i pe ineirapan hukum tadi i yang me impunyai i arti i 

le ibiih luas, se ibab dalam hal i inii te ircakup juga ke iputusan haki im dalam 

lapangan hukum pe irdata.
15

 

Van Beimme ilein me inyatakan bahwa arti i Piidana atau straf me inurut 

hukum posi iti if adalah suatu pe indeiriitaan yang be irsiifat khusus, yang te ilah 

diijatuhkan ole ih keikuasaan yang be irweinang untuk me injatuhkan piidana 

atas nama Ne igara seibagai i pe inanggung jawab dan ke iteirti iban hukum 

umum bagi i seiseiorang pe ilanggar, yakni i smata-mata kare ina orang te irseibut 

                                                           
15 Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 40 



 

20 
 

te ilah me ilanggar suatu peiraturan hukum harus di ite igakkan oleih neigara.
16

 

Seime intara i itu, Si imons beirpe indapat bahwa yang di imaksud deingan straf 

adalah suatu pe indeiriitaan yang ole ih undang-undang pi idana te ilah di ikaiitkan 

deingan pe ilanggaran te irhadap suatu norma, yang de ingan suatu putusan 

haki im te ilah ddiijatuhkan bagi i seiseiorang yang be irsalah.
17

 

Adami i Chazawi i me indeifi iniisiikan pi idana se ibagai i suatu pe irbuatan 

yang se ingaja diijatuhkan/di ibeiri ian oleih ne igara ke ipada se iseiorang atau 

beibe irapa orang se ibagai i aki ibat hukum (sanksi i) bagi inya atas pe irbuatannya 

yang te ilah me ilanggar larangan hukum pi idana. Se icara khusus larangan 

dalam hukum pi idana iini i diiseibut se ibagai i tiindak pi idana.
18

 Meinurut Sudarto 

bahwa i istiilah dan makna pi idana ti idak dapat di ipiisah le ipaskan de ingan 

hukum pi idana, kare ina pi idana adalah bagi ian/kompone in peinti ing dari i 

hukum pi idana.
19

    

Peinggunaan i isti ilah hukuman dan pi idana, ke iduanya meimi ili iki i 

peirsamaan yai itu beirlatar be ilakang pada niilai i ke ipatutan apa yang bole ih 

dan ti idak bole ih diilakukan ole ih se iseiorang. Oe ih kare ina iitu, se iseiorang yang 

me injadii teirpi idana adalah orang yang di inyatakan be irsalah te ilah me ilanggar 

suatu keite intuan hukum pi idana. Adanya sanksi i dalam ke iteintuan hukum 

piidana dan be irsiifat me ingiikat di iseirtai i neistapa. 

Pakar hukum te ilah me imbe iri ikan peindapatnya me ingeinai i arti i darii 

piidana i itu seindi irii. Wi irjono Prodjodiikoro me inyatakan bahwa tujuan dari i 

                                                           
16 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1984, hlm. 47 
17 Ibid., hlm. 48 
18 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya 

Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 24 
19 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 72 
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hukum pi idana adalah untuk me ime inuhii rasa ke iadi ilan. Wiirjono juga 

me inambahkan pe indapatnya me inge inaii tujuan hukum pi idana adalah:
20

 

a. Sarana untuk me inakut-nakuti i orang jangan sampai i 

me ilakukan ke ijahatan, bai ik se icara me inakut-nakuti i orang 

banyak (geine iralei preive intiie i), maupun me inakut-nakuti i orang 

te irteintu yang sudah me injalanakn keijahatan agar 

diike imudi ian hari i ti idak me ilakukan ke ijahatan lagi i (spe iciiale i 

preiveinti iei), atau 

b. Sarana untuk me indiidiik atau me impe irbai ikii orang-orang yang 

sudah me inandakan suka me ilakukan keijahatan, agar 

me injadii orang yang baiik tabi iatnya, se ihiingga be irmanfaat 

bagi i masyarakat. 

Seijalan de ingan apa yang di iseibut deingan piidana, maka akan muncul 

iisti ilah pe imi idanaan yakni i peinghukuman dalam pe irkara pi idana.
21

 Bahwa 

yang di imaksud de ingan pe imi idanaan me inurut Barda Nawawi i Ariie if, 

apabi ila pe ingeirti ian peimi idanaan di iarti ikan se icara luas se ibagai i suatu proseis 

peimbe iriian atau pe injatuhan piidana ole ih hakiim, maka dapat diikatakan 

bahwa si iste im pe imi idanaan me incakup ke iseiluruhan ke ite intuan peirundang-

undangan yang me ingatur bagai imana hukum pi idan ai itu diite igakkan atau 

diiope irasiionalkan se icara konkre it se ihiingga se iseiorang diijatuhii sanksii 

(hukum pi idana). Hal te irseibut beirarti i seimua aturan pe irundang-undangan 

                                                           
20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 

2003, hlm. 6 
21 Sudarto, Op. Cit, hlm. 72 
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me ingeinaii hukum pi idana bai ik se icara substansi i, hukum pi idana formal dan 

hukum pe ilaksanaan pi idana dapat di iliihat se ibagai i satu ke isatuan si isteim 

peimi idanaan.
22

 

Hukum pi idana mateiri iiil teirdi irii atas tiindak piidana yang di iseibut 

beirturut-turut, pe iraturan umum yang dapat di ite irapkan te irhadap pe ibuatan 

iitu, dan pi idana yang di iancamkan te irhadap pe irbuatan i itu. Hukum pi idana 

formi il me ingatur cara bagai imana acara piidana se iharusnya di ilakukan dan 

me ineintukan tata te irti ib yang harus di ipe irhati ikan pada ke iseimpatan i itu. 

Peimi idanaan se ibagai i suatu tiindakan te irhadap se iorang peinjahat, dapat 

diibe inarkan se icara opti imal te irutama kare ina pe imi idanaan i itu me ingandung 

konseikueinsii-konse ikueinsii posiiti if bagii sii te irpiidana, korban dan juga 

masyarakat. 

2. Teori Pemidanaan 

Teiorii pe imi idanaan yang ada di i suatu ne igara be irkaiitan e irat deingan 

tujuan yang akan di icapai i dalam proseis peimi idanaan. Peimi idanaan beirbiicara 

me ingeinaii prose is peinjatuhan hukuman teirhadap orang yang me ilakukan 

sautu ti indak pi idana. Teiorii-te iorii yang pe imiidanaan antara lai in:
23

 

1) Teiorii Absolut/Re itriibuti if/Peimbalasan 

Teiorii iini i me iniiti ik beiratkan pada bagai imana me inghukum suatu 

peirbuatan ti indak piidana se isuaii deingan ti indakan yang te ilah diilakukan 

ole ih peilaku, arti inya ti idak ada pandangan bagai imana me impe irbai ikii sii 

                                                           
22 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, 

hlm. 142 
23 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005, 

hlm. 21 
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peilaku te itapi i bagaiimana me imbalas pe irbuatan jahat yang te ilah 

diilakukan ole ih sii peilaku. Pe inganut te iorii i inii antara lai in Kant dan 

Heigeil. Te iorii absolut diidasarkan pada pe imi ikiiran bahwa pi idana ti idak 

beirtujuan untuk prakti is, se ipeirti i me impe irbai ikii peinjahat te itapi i pi idana 

me irupakan tuntutan mutlak, bukan hanya se isuatu yang pe irlu 

diijatuhkan te itapi i me injadii keiharusan, deingan kata lai in hakiikat piidana 

adalah pe imbalasan. Teiorii i inii me imandang bahwa pe imi idanaan 

me irupakan peimbalasan atas keisalahan yang teilah di ilakukan seihiingga 

beirori ieintasii pada pe irbuatan dan te irle itak pada te irjadiinya ke ijahatan i itu 

seindiiri i. 

Adapun yang me injadii ci irii pokok dari i Teiorii Absolut i inii adalah: 

a. Tujuan peimi idanaan seimata-mata untuk pe imbalasan; 

b. Peimbalasan adalah tujuan utama dan di idalamnya ti idak 

me ingandung sarana-sarana untuk tujuan lai in mi isalnya untuk 

keiseijahteiraan masyarakat; 

c. Keisalahan me irupakan satu-satunya syarat untuk adanya 

piidana; 

d. Piidana harus di iseisuaiikan de ingan keisalahan sii pe ilanggar; 

e. Piidana me ili ihat ke i beilakang i ia me irupakan pe inceilaan yang 

murni i dan tujuannya ti idak untuk me impe irbaiiki i atau 

me imasyarakatkan ke imbali i sii pe ilanggar. 

2) Toeirii Re ilati if/Tujuan (uti iliitari ian) 
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Teiorii re ilati if atau teiori i tujuan beirpangkal pada dasar bahwa 

piidana adalah alat untuk me ineigakkan tata te irtiib (hukum) dalam 

masyarakat. Te iorii i inii be irbeida de ingan te iorii absolut, dasar pe imi ikiiran 

agar suatu keijahatan dapat di ijatuhi i hukuman arti inya pe injatuhan 

piidana me impunyai i tujuan te irte intu, mi isalnya me impe irbaiiki i siikap 

me intal atau me imbuat pe ilaku ti idak be irbahaya lagi i, diibutuhkan prosse is 

peimbi inaan si ikap me intal. 

Peimi idanaan bukan se ibagai i peimbalasan atas ke isalahan peilaku 

te itapi i sarana me incapai i tujuan yang be irmanfaat untuk me iliindungi i 

masyarakat me inuju keiseijahteiraan masyarakat. Sanksi i di iteikanakn pada 

tujuannya yai itu untuk me inceigah agar orang tiidak meilakukan 

keijahatan, maka bukan be irtujuan untuk peimuasan absolut atas 

keiadi ilan. Teiori i iinii me imunculkan tujuan pe imi idanaan se ibagai i sarana 

peince igahan, bai ik peince igahan khusus (speiciiale i preive inti iei) yang 

diitujukan keipada peilaku maupun pe ince igahan umum (geine iralei 

preiveinti iei) yang di itujukan ke ipada masyarakat. 

Adapun ci irii-ci irii pokok atau karakte iriistiik dari i te iorii i inii seibagai i 

beiri ikut: 

a. Tujuan piidana adalah peince igahan (pre ive inti ion). 

b. Peince igahan bukan tujuan akhiir, teitapi i hanya se ibagai i sarana 

untuk me incapai i tujuan yang le ibiih ti inggii, yai itu ke iseijahteiraan 

masyarakat. 
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c. Piidana harus diite itapkan beirdasarkan tujuan seibagai i alat 

untuk pe inceigahan ke ijahatan. 

d. Piidana me ili ihat kei muka (be irsiifat prospeikti if) piidana dapat 

me ingandung unsur peince ilaan maupun unsur pe imbalasan 

ti idak dapat di ite iriima apabi ila ti idak me imbantu pe inceigahan 

keijahatan untuk ke ipe inti ingan keiseijahteiraan masyarakat. 

3) Teiorii Gabungan (Ve ireini ingiings Theiory) 

Teiorii gabungan me imandang bahwa tujuan pe imi idanaan beirsiifat 

plural, kare ina me inggabungkan antara pri insiip-pri insiip reilati ivei (tujuan) 

dan absolut (pe imbalasan) se ibagai i satu keisatuan. Teiori i iinii beircorak 

ganda di imana pe imi idanaan me ingandung karakte ir peimbalasan seijauh 

peimi idanan di iliihat se ibagai i suatu kriiti ik moral dalam meinjawab 

ti indakan yang salah. Se ime intara i itu, karakte ir tujuannya te irle itak pada 

iide i bahwa tujuan kri iti ik moral te irseibut i ialah suatu re iformasii atau 

peirubahan pe iriilaku teirpi idana dii ke imudi ian hari i. 

Teiorii iini i me irupakan gabungan darii teiori i-teiorii seibeilumnya, 

seihiingga pi idana be irtujuan untuk: 

a. Peimbalasan, me imbuat pe ilaku me indeiri ita 

b. Upaya pre ive insii, me ince igah teirjadiinya ti indak pi idana 

c. Meireihabi iliitasi i peilaku 

d. Meili indungii masyarakat. 
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3. Jenis Sanksi Pidana 

Suatu ti indak pi idana yang di ilakukan ole ih seiseiorang me ingandung 

aki ibat beirupa peinjatuhan sanksii piidana. Sanksi i hukum pi idana diiancamkan 

keipada pe ilaku ti indak pi idana, ke ijahatan dan pe ilanggaran. Meinurut KUHP 

jeiniis sanksii piidana te irbagi i me injadii 2 (dua) yai itu pi idana pokok dan pi idana 

tambahan. Be irdasarkan Pasal 10 KUHP jeiniis sanksii piidana yai itu: 

a. Piidana pokok te irdi irii dari i: 

1) Piidana mati i; 

2) Piidana pe injara; 

3) Piidana kurungan; 

4) Piidana de inda. 

b. Piidana tambahan te irdiiri i darii: 

1) Piidana pe incabutan hak-hak te irte intu; 

2) Piidana pe irampasan barang-barang te irteintu; 

3) Piidana pe ingumuman putusan haki im. 

Kuali ifiikasii urut-urutan dari i jeiniis-jeiniis pi idana te irseibut adalah 

diidasarkan pada be irat ri ingannya pi idana yang di iaturnya, yang te irbeirat 

adalah yang di iseibutkan te irleibi ih dahulu. Keibe iradaan piidana tambahan 

adalah se ibagai i tambahan te irhadap pi idana-pi idana pokok  dan bi iasanya 

beirsiifat fakultati if (arti inya dapat di ijatuhkan ataupun ti idak). Hal iini i 

te irkeicuali i bagi i keijahatan-keijahatan se ibagai imana te irseibut dalam ke iteintuan 

Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHP me injadii beirsiifat i impeirati if atau 

keiharusan. 
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Meinurut pandangan Toli ib Seitiiady pe irbeidaan pi idana pokok dan 

piidana tambahan adalah se ibagaii be iriikut:
24

 

a. Piidana tambahan hanya dapat di itambahkan ke ipada pi idana pokok, 

keicuali i dalam hal pe irampasan barang-barang te irteintu te irhadap anak-

anak yang di iseirahkan ke ipada pe ime iriintah. (Pi idana tambahan i inii 

diitambahkan bukan ke ipada pi idana pokok me ilai inkan pada ti indakan). 

b. Piidana tambahan ti idak me impunyai i ke iharusan se ibagai imana halnya 

piidana pokok, se ihiingga si ifat dari i pi idana tambahan i inii adalah fakultati if 

(arti inya bi isa di ijatuhkan maupun ti idak). 

4. Piidana Pe injara 

Piidana pe injara me irupakan salah satu be intuk piidana yang te irdapat 

dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pe ilaksanaannya pi idana pe injara me inurut 

Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP te irdiiri i dari i piidana pe injara se iumur hi idup 

dan pi idana pe injara se ilama waktu te irteintu. Pi idana pe injara me irupakan salah 

satu jeini is sanksii piidana yang pali ing seiri ing di igunakan se ibagai i sarana untuk 

me inanggulangi i masalah ke ijahatan. 

P.A.F Lami intang meinyatakan bahwa pi idana pe injara adalah suatu 

piidana be iruapa pe imbatasan ke ibe ibasan beirgeirak dari i se iseiorang te irpiidana, 

yang di ilakukan de ingan me inutup orang teirse ibut dii dalam se ibuah le imbaga 

peimasyarkatan, de ingan me iwajiibkan orang i itu untuk me intaati i seimua 

peiraturan tata te irtiib yang be irlaku di i dalam le imbaga pe imasyarakatan yang 

                                                           
24 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 77 
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diikai itkan de ingan suatu ti indakan tata te irti ib bagi i me ireika yang te ilah 

me ilanggar pe iraturan te irseibut.
25

 

Meinurut Barda Nawawii Ariie if, piidana peinjara ti idak hanya 

me ingakiibatkan pe irampasan keime irdeikaan, teitapi i juga meini imbulkan aki ibat 

neigati if te irhadap hal-hal yang be irhubungan de ingan diirampasnya 

keime irdeikaan i itu se indiiri i. Deingan te irampasnya ke ime irdeikaan se iseiorang 

juga beirarti i te irampasnya ke ime irde ikaan beirusaha dari i ornag i itu yang dapat 

me impunyai i akiibat seiriius bagi i keihiidupan sosiial e ikonomi i keiluarganya. 

Teirle ibiih piidana pe injara i itu diikatakan dapat me imbe iriikan stiigma ne igati ive i 

yang akan te irbawa te irus walaupun yang be irsangkutan ti idak lagi i 

me ilakukan keijahatan. Aki ibat lai in yang juga seiriing diisoroti i iialah bahwa 

peingalaman pe injara dapat me inye ibabkan te irjadiinya de igradasi i atau 

peinurunan de irajat dan harga di irii manusi ia. 

Teirdapat ti iga siisteim hukuman pe injara antara lai in:
26

 

1) Siisteim Pe innsylvani ia yang me ingheindaki i para te irhukum te irus-me ineirus 

diitutup se indiiri i-seindiirii dalam satu kamar atau se il. 

2) Siisteim Auburne i yang me ine intukan bahwa para te irhukum diisuruh 

beike irja Beirsama-sama di i siiang harii, teitapi i ti idak diipeirbole ihkan 

beirbi icara satu sama lai in. 

3) Siisteim I irlandi ia yang me inghe indakii para te irhukum pada mulanya 

diitutup te irus-me ineirus, teitapi i keimudi ian diisuruh beikeirja se icara 

Beirsama-sama, dan tahap de imi i tahap diibeiri i keilonggaran be irgaul satu 

                                                           
25 P.A.F Lamintang, Op. Cit., hlm 69 
26 Wirjono Prof]djodikoro, Op. Cit., hlm 170 
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sama lai in se ihiingga pada akhi irnya, se ite ilah tiiga peire impat dari i lamanya 

hukuman sudah lampau, maka di ime irdeikakan de ingan syarat. 

Beintuk pi idana pe injara me irupakan suatu pi idana yang be irupa 

peimbatasan ke ibe ibasan rung geirak se iorang te irpiidana yang diilakukan 

deingan me ine impatkan te irpiidana pada Le imbaga Pe imasyarakatan dan 

me iwajiibkan se iornag teirpi idana untuk patuh dalam me intaati i seimua 

peiraturan tata te irtiib yang be irlaku di i dalam le imbaga pe imasyarakatan yang 

diikai itkan de ingan suatu ti indakan tata te irti ib bagii me ireika yang me ilanggar 

peiraturan te irseibut. 

Meirujuk ke iteintuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di iseibutkan bahwa 

piidana pe injara adalah se iumur hi idup atau se ilama waktu te irte intu. Me irujuk 

dari i variiasii waktunya maka pi idana pe injara diibeidakan me injadii seiumur 

hiidup dan se ilama waktu te irteintu. Be irdasarkan rumusan pasal te irseibut, 

dapat di isiimpulkan bahwa yang di imaksud pe injara se iumur hiidup adalah 

peinjara se ilama te irpiidana masi ih hiidup hiingga teirpi idana me ini inggal duniia. 

Beirdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang me inyatakan bahwa piidana 

peinjara se ilama waktu te irteintu pali ing peindeik adalah satu hari i dan pali ing 

lama li ima be ilas tahun beirturut-turut. 

Le idein Marpaung me ingeimukakan bahwa dalam hal Pasal 12 KUHP 

me ingatur:
27

 

1) Piidana pe injara adalah se iumur hi idup atau seilama waktu te irte intu. 

                                                           
27 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Bandung: Sinar Grafika, 2008, hlm. 108  
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2) Piidana pe inajara se ilama waktu te irte intu pali ing pe indeik adalah satu hari i 

dan pali ing lama li ima beilas tahun be irturut-turut. 

3) Piidana pe injara seilama waktu te irteintu bole ih diijatuhkan untuk dua 

puluh tahun be irturut-turut dalam hal pi idananya Haki im bole ih me imi ili ih 

antara Pi idana Mati i, piidana se iumur hi idup dan pi idana pe injara se ilama 

waktu te irteintu atau antar pi idana peinjara se ilama waktu te irteintu; beigi itu 

juga dalam hal batas li ima be ilas tahun dapat di ilampaui i kare ina 

peimbare ingan (concursus), peingulangan (re isiidiive i) atau kareina yang 

te ilah di iteintukan dalam Pasal 52. 

4) Piidana pe injara se ilama waktu te irte intu se ikali i-kali i tiidak bole ih le ibiih dari i 

dua puluh tahun. 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Berat 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tiindak pi idana yang diiatur dalam Ki itab Undang-Undang Hukum 

Piidana (KUHP) ole ih para pe imbe intuk undang-undang di iseibut de ingan 

strafbaarfeii it. Si imons me imbe irii Batasan pe ingeirti ian strafbaarfeii it adalah 

suatu ti indakan me ilanggar hukum yang te ilah di ilakukan de ingan se ingaja 

ole ih se iseiorang yang dapat di ipeirtanggungjawabkan atas ti indakannya dan 

yang ole ih undnag-undang te ilah di inyatakan se ibagaii suatu ti indakan yang 

dapat di ihukum.
28

 Seime intara i itu, Pompe i me imbe iriikan pe ingeirti ian bahwa 

yang di imaksud de ingan strafbaarfe iiit adalah suatu pe ilanggaran norma 

(gangguna te irhadap te irtiib hukum) yang de ingan se ingaja ataupun de ingan 

                                                           
28 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, 

hlm. 34 
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ti idak seingaja teilah diilakukan ole ih se iorang peilaku, di imana peinjatuhan 

hukuman te irhadap peilaaku te irseibut adalah pe irlu de imi i te irpeili iharanya 

te irtiib hukum.
29

 

Meinurut Moe iljatno deingan me inggunakan i istiilah pe irbuatan piidana 

adalah pe irbuatan yang di ilarang ole ih suatu aturan hukum larangan mana 

diiseirtai i ancaman (sanksi i) yang be irupa piidana te irte intu, bagi i barang si iapa 

yang me ilanggar larangan te irseibut.
30

 Moe iljatno me inggunakan i istiilah 

peirbuatan pi idana de ingan alasan: 

a. Peirkataan pe iri istiiwa, ti idak me inunjukan bahwa yang me iniimbulkan 

adalah hande iliing atau ge idragiing seiseiorang, mungki in juga heiwan atau 

keikuatan alam. 

b. Peirkataan ti indak, beirarti i Langkah dan baru dalam be intuk ti indak 

tanduk atau ti ingkah laku. 

c. Peirkataan pe irbuatan sudah lazi im di ipe irgunakan dalam pe ircakapan 

seihari i-hari i, seipeirti i peirbuatan me ilawan hukum (onre ichmatiige i daad). 

Wi irjono Prodjodiikoro me impe irgunakan iisti ilah ti indak piidana adalah 

te itap di ipeirgunakan de ingan i istiilah ti indak pi idana atau dalam Bahasa 

Beilanda strafbaarfe iiit yai itu suatu pe irbuatan yang pe ilakunya dapat 

diike inakan hukuman pi idana dan pe ilakunya di ikatakan se ibagai i subye ik 

ti indak piidana.
31

 Meinurut Wi irjono, tiindak piidana dapat di igolongkan 

me injadii 2 (dua) bagiian, yai itu: 

                                                           
29 Ibid., hlm. 35 
30 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59  
31 Wirjono Projodikoro, Op. Cit., hlm. 55 
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1) Tiindak pi idana mate iriiiil 

Tiindak pi idana mate iriil adalah apabi ila ti indak piidana yang di imaksud 

diirumuskan se ibagai i peirbuatan yang me inye ibabkan suatu akiibat 

te irteintu, tanpa me irumuskan wujud dari i peirbuatan i itu. 

2) Tiindak pi idana formi il 

Tiindak pi idana formiil yai itu apabi ila ti indak pi idana yang di imaksud, 

diirumuskan se ibagaii wujud peirbuatan tanpa me inye ibutkan aki ibat 

yang di iseibabkan ole ih peirbuatan i itu. 

 Pada pri insiipnya ti iap-ti iap ti indak pi idana te irdi irii dari i unsur-unsur 

lahi iriiah ole ih suatu ti indakan yang me ingandung aki ibat pi idana. Se iti iap 

ti indak piidana yang te irdapat dalam KUHP pada dasarnya dapat di ibagii 

me injadii dua unusr, yai itu unsur obje iktiif dan unsur subjeikti if. Unsur 

objeiktiif me irupakan unsur-unsur yang ada hubungannya de ingan ke iadaan-

keiadaan mana ti indakan-ti indakan dari i sii peilaku i itu diilakukan. Seime intara 

iitu yang di imaksud deingan unsur subje iktiif adalah unsur-unsur yang 

me ileikat pada di irii sii peilaku.
32

 Meinurut Moeiljatno, unsur-unsur darii 

peirbuatan pdana adalah:
33

 

a. Unsur subye iktiif, yatu hal-hal yang me ileikat pada di irii sii peilaku atau 

beirhunungan deingan si i peilaku, yang teirpeinti ing adalah yang 

beirsangkutan de ingan bati innya. Unsur subye ikti if ti indak piidana 

me iliiputi i: 
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1) Keiseingajaan (dolus) atau ke ilapaan (culpa); 

2) Niilai i atau maksud de ingan seigala be intuknya; 

3) Ada atau ti idaknya pe ireincanaan; 

b. Unsur obye iktiif, meirupakan hal-hal yang be irhubungan deingan 

keiadaan lahi iriiah yai itu dalam ke iadaan mana ti indak pi idan ai itu 

diilakukan dan be irada diiluar bati in sii peilauk. Unsur obye ikti if antara 

lai in: 

1) Meime inuhii rumusan undang-undang; 

2) Siifat me ilawan hukum; 

3) Kuali itas sii peilaku; 

4) Adanya hubungan kausali itas yai itu hubungan antara ti indakan 

dan aki ibatnya. 

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

Tiindak pi idana yang diilakukan te irhadap tubuh dalam KUHP 

diiseibut de ingan pe ingani iayaan. Para ahli i me irumuskan pe ingai ianyaan adalah 

suatu peirbuatan de ingan keiseingajaan untuk me inyaki it seiseiorang deingan 

rasa saki it yang di irasakan pada tubuh se ipeirti i me indapatkan luka di i seiluruh 

tubuh.
34

 Be irdasarkan hal te irseibut dapat di isiimpulkan bahwa pe ingani iayaan 

iialah ke iseingajaan meini imbulkan rasa sakiit atau me ini imbulkan luka pada 

tubuh orang lai in. 

Meinurut Kamus Be isar Bahasa I indone isiia diiseibutkan pe ingani iayaan 

adalah pe irlakuan se iweinang-weinang (pe inyi iksaan, peiniindasan, dan 
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seibagai inya). De ingan kata lai in untuk me inye ibut se iseiorang te ilah me ilakukan 

peingani iayaan maka orang te irseibut harus me imi ili ikii ke iseingajaan dalam 

me ilakukan suatu peirbuatan untuk me imbuat rasa saki it pada orang lai in atau 

luka pada tubuh orang lai in ataupun orang i itu dalam pe irbuatannya 

me irugiikan keiseihatan orang lai in. 

Hoogei Raad be irpeindapat bahwa pe ingani iayaan adalah se iti iap 

peirbuatan yang di ilakukan de ingan se ingaja untuk me iniimbulkan rasa saki it 

atau luka ke ipada orang lai in, dan se imata-mata me injadii tujuan dari i orang 

iitu dan pe irbuatan tadii ti idak boleih me irupakan suatu alat untuk me incapai i 

suatu tujuan yang di ipe irkeinanakn.
35

 Oleih se ibab iitu, untuk me inye ibut 

seiseiorang te ilah me ilakukan suatu pe inganiiayaan i itu ti idaklah peirlu bahwa 

opzeit dari i peilaku se icara langsung harus diitujukan pada pe irbuatan untuk 

me imbuat orang lai in me irasa sakiit dan me injadii teirganggu keiseihatannya, 

te itapi i rasa sakiit atau te irganggunya ke iseihatan orang lai in teirseibut dapat saja 

te irjadii akiibat dari i opzeit pe ilaku yang di itujukan pada pe irbuatan lai in.
36

 

Peingani iayaan me irupakan suatu ti indakan yang me ilawan hukum, 

me imang se imua pe irbuatan atau ti indakan yang di ilakukan ole ih seiseiorang 

beiraki ibat ke ipada di iriinya se indiiri i. Me ingeinai i peingani iayaan i ini i me irupakan 

suatu ti indakan hukum yang be irsumbe ir dari i keiseingajaan. Ke iseingajaan iinii 

beirarti i bahwa aki ibat suatu peirbuatan di ikeiheindaki i dan iini i teirnyata apabi ila 
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aki ibat iitu sunguh-sunguh diimaksudkan untuk me inye ibabkan rasa sakiit, 

luka, bahkan hi ingga me ingakiibatkan ke imati ian pada di irii orang lai in.  

Tiindak pi idana peingani iayaan adalah ke ijahatan yang di ilakukan 

te irhadap tubuh dalam se igala pe irbuatan-peirbuatannya se ihiingga 

me injadiikan luka atau rasa saki it pada tubuh bahkan sampai i meini imbulkan 

keimati ian. Teirhadap luka yang di idiieiriita korban se isuai i deingan kate igorii 

luka dalam Pasal 90 KUHP yai itu: 

1) Jauh saki it atau me indapat luka yang ti idak me imbe iri i harapan 

akan se imbuh sama se ikali i, atau yang me iniimbulkan bahaya 

maut; 

2) Tiidak mampu te irus me ine irus untuk me injalanakn tugas 

jabatan atau pe ikeirjaan peincari ian; 

3) Keihiilangan salah satu panca i indra; 

4) Meindapat cacat be irat; 

5) Meindeiri ita sakiit lumpuh; 

6) Teirganggu daya pi ikiir seilama e impat mi inggu atau le ibi ih; 

7) Gugur atau mati inya kandungan se iorang Peireimpuan. 

Peingani iayaan di iatur dalam Bab XX KUHP yang te irmuat dalam 

Pasal 351 sampai i deingan Pasal 355 KUHP adalah se ibagai i beiri ikut: 

1) Peingani iayaan bi iasa Pasal 351 KUHP 

2) Peingani iayaan ri ingan Pasal 352 KUHP 

3) Peingani iayaan be ireincana Pasal 353 KUHP 



 

36 
 

4) Peingani iayaan be irat Pasal 354 KUHP 

5) Peingani iayaan be irat Pasal 355 KUHP 

Meinurut doktri in, peingani iayaan pada pri insiipnya me impunyai i unsur-

unsur adanya ke iseingajaan dan pe irbuatan.  

a. Adanya ke iseingajaan 

Unsur keiseingajaan me irupakan unsur subjeiktiif 

(keisalahan). Dalam ti indak piidana pe ingani iayaan unsur 

keiseingajaan harus diiarti ikan seimpi it yai itu keiseingajaan 

seibagai i maksud (opzeit alsogme irk). Keiseingajaan dalam 

ti indak pi idana pe ingani iayaan bi isa di itafsiirkan ke iseingajaan 

deingan sadar akan keimungki inan te itapi i peinafsi iran teirseibut 

juga te irbatas pada adanya ke iseingajaan seibagai i 

keimungki inan te irhadap aki ibat. Arti inya ke imungki inannya 

peinafsi iran seicara luas te irhadap unsur ke iseingajaan i itu, yai itu 

keiseingajaan se ibagai i maksud, ke iseingajaan seibagai i 

keimungki inan, bahkan ke iseingajaan seibagai i ke ipasti ian, 

hanya di imungki inkan te irhadap aki ibatnya. Se ime intara 

te irhadap peirbuatannya se indiiri i haruslah me irupakan tujuan 

peilaku. Arti inya pe irbuatan i itu haruslah peirbuatan yang 

beinar-be inar diitujukan ole ih peilakunya seibagai i peirbuatan 

yang di ikeiheindaki i atau diimaksudkannya. 

b. Adanya Pe irbuatan 
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Unsur peirbuatan me irupakan unsur objeikti if. 

Peirbuatan yang di imaksud adalah akti ifiitas yang be irsiifat 

posiiti if, diimana manusiia me inggunkana anggota tubuhnya 

untuk me ilakukan akti ifiitasnya se ihari i-harii, se idangkan siifat 

abstrak yang di imaksud adalah pe irbuatan yang me ingandung 

siifat keike irasan fiisiik dalam be intuk me imukul, me ine indang, 

me incubiitm me ingi iriis, me imbacok, dan se ibagai inya. 

c. Adanya Aki ibat yang diituju 

1) Meimbuat pe irasaan ti idak e inak 

2) Rasa sakiit pada tubuh, pe inde iriitaan yang ti idak 

me inampakkan pe irubahan tubuh 

3) Luka pada tubuh, meinampakkan pe irubahan pada tubuh 

aki ibat te irjadiinya pe ingani iayaan 

4) Meirusak Keiseihatan orang.
37

 

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berat 

Tiindak pi idana peingani iayaan yang ole ih undang-undang diibe irii 

kuali ifiikasi i seibagai i peingani iayaan be irat se ibagai imana di iatur dalam Pasal 

354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang be irbunyi i seibagai i beiri ikut: 

(1) Barangsi iapa de ingan seingaja me inye ibabkan orang lai in 

me indapat luka be irat pada tubuhnya, kare ina be irsalah te ilah 

me ilakukan pe inganiiayaan be irat, di ipiidana deingan pi idana 

peinjara se ilama-lamanya de ilapan tahun. 
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(2) Jiika peirbuatannya i itu me inye ibabkan me iniinggalnya orang, 

maka orang yang be irsalah di ipiidana de ingan pi idana peinjara 

seilama-lamanya se ipuluh tahun. 

Beirdasarkan rumusan pasal te irseibut yang di imaksud de ingan kata 

peirbuatannya di i dalam rumusan Pasal 354 ayat (1) KUHP i ialah 

keiseingajaan me inye ibabkan atau me indatangkan luka be irat pada tubuh orang 

lai in, yang arti inya ole ih undang-undang teilah di i kuali ifiikasiikan seibagai i 

peingani iayaan be irat. Ke ite intuan pi idana te intang pe ingani iayaan be irat 

seibagai imana di imaksud dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP maka unsur-

unsurnya yai itu: 

a. Unsur subje iktiif: opzeitte ili ijk atau de ingan seingaja 

b. Unsur obye iktiif:  

1) Meinye ibabkan atau me indatangkan; 

2) Luka be irat pada tubuh; 

3) Orang lai in.
38

 

Adapun ke iteintuan pi idana te intang pe ingani iayaan be irat yang 

diirumuskan dalam pasal 354 ayat (2) KUHP me imi ili ikii unsur-unsur yai itu: 

a. Unsur subje iktiif: de ingan seingaja 

b. Unsur obye iktiif: 

1) Meinye ibabkan atau me indatangkan; 

2) Luka be irat pada tubuh; 
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3) Orang lai in; 

4) Yang me ingakiibatkan; 

5) Keimati ian. 

Peingani iayaan be irat teirjadii apabi ila si i peilaku me ilakukan tiindak 

piidana pe ingani iayaan de ingan me ilukai i korbannya se icara be irat. Beirdasarkan 

rumusan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) te irdapar corak keiseingajaan. 

Keiseingajaan darii peilaku te irseibut harus diitujukan pada pe irbuatan untuk 

me inye ibabkan luka be irat pada tubuh orang lai in. Seibagai imana yang di iatur 

dalam Pasal 354 ayat (10 dan ayat (2) KUHP te irseibut teilah me insyaratkan 

bahwa pe ilaku me imang me ingheindaki i (wiille ins) untuk me ilakukan suatu 

peirbuatan me iniimbulkan luka be irat pada tubuh orang lai in, dan iia pun harus 

me ingeitahui i (weite ins) bahwa deingan me ilakukan pe irbuatannya te irseibut: 

a. Iia te ilah be irmaksud untuk me iniimbulkan luka be irat pada tubuh orang 

lai in; 

b. Iia me inyadari i bahwa orang lai in pastii (zeikeir) akan me indapat luka beirat 

pada tubuhnya; dan 

c. Iia me inyadari i bahwa orang lai in mungki in (mogeiliijk) akan me indapat 

luka be irat pada tubuhnya.
39

 

Beirdasarkan unsur-unsur ti indak pi idana pe ingani iayaan be irat te irseibut 

dapat di ikeitahui i bahwa unsur objeikti if yang pe irtama i ialah unsur 

me inye ibabkan atau me indatangkan yang arti inya me inye ibabkan atau 

me indatangkan luka be irat pada orang lai in. Hal teirseibut diikare inakan 
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ti indak pi idana pe inganiiayaan be irat yang diiatur dalam Pasal 354 KUHP 

me irupakan ti indak pi idana mate iriii il seihi ingga ti indak pi idana te irseibut baru 

diianggap se ile isaii de ingan ti imbulnya aki ibat be irupa luka be irat yang te irjadii 

pada tubuh orang lai in.
40

 

Rumusan pasal te irseibut dapat di ipahami i adanya hubungan 

kausali itas atau se ibab-aki ibat. Me inurut Van Hame il se iorang peilaku dapat 

saja me imbayangkan ke imungki inan tiimbulnya suatu aki ibat dari i 

ti indakannya yang te ilah i ia lakukan de ingan se ingaja, baiik iitu me irupakan 

ti indakan untuk me ilakukan se isuatu maupun untuk ti idak me ilakuka 

seisuatu, walaupun mungki in beinar bahwa i ia ti idak me ingheindakii 

ti imbulnya aki ibat te irseibut. Ke isadaran akan ke imungki inan iitu bukan hanya 

beinar-be inar ada me ilai inkan juga dapat di ibukti ikan seicara nyata.
41

 

C. Konsep Peradilan Pidana Anak 

1. Perlindungan Anak 

Peirli indungan anak adalah se igala ke igiiatan untuk me injami in dan 

me iliindungi i anak dan hak-haknya agar hi idup, tumbuh, be irkeimbang dan 

beirparti isiipasii seicara opti imal se isuaii deingan harkat dan martabat 

keimanusi iaan, se irta me indapat pe irli indungan dari i se igala be intuk ke ikeirasan 

dan diiskriimi inasii. Adapun tujuan peirli indungan anak adalah untuk 

me injami in te irpeinuhiinya hak-hak anak agar dapat hi idup, tumbuh, 

beireike imbang dan be irparti isiipasii se icara opti imal se isuaii deingan harkat dan 

martabat ke imanusi iaan, se irta me indapat peirli indungan dari i keike irasan dan 
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diiskriimi inasii, de imi i te irwujudnya anak I indone isiia yang be irkuali itas, 

beirakhlak muli ia, dan se ijahteira.
42

 

Ariif Gosiita me inyatakan bahwa ke ipasti ian hukum pe irlu di iusahakan 

deimi i keilangsungan keigi iatan pe irliindungan anak dan pe irlu di iusahakan de imi i 

keilangsungan ke igiiatan pe irli indungan anak dan me ince igah 

peinye ileiweinangan yang me imbawa aki ibat neigati ivei yang ti idak diii ingiinkan 

dalam pe ilaksanaan peirli indungan anak.
43

 Hal te irseibut se ibagai imana fungsi i 

dan peiran hukum dalam upaya me imbe iriikan keipasti ian hukum dan 

me iliindungi i teirjami innya hak-hak asasi i manusi ia. 

Peirli indungan anak me irupakan pe irwujudan adanya ke iadi ilan dalam 

suatu masyarakat, de ingan de imi iki ian peirliindungan anak di iusahakan dalam 

beirbagai i bi idang keihi idupan beirne igara dan be irmasyarakat. Ke igiiatan 

peirli indungan anak me imbawa aki ibat hukum, bai ik dalam kai itannya de ingan 

hukum te irtuli is maupun hukum ti idak te irtuli is.
44

 Peirli indungan anak dapat 

juga diiarti ikan se ibagai i seigala upaya yang diitujukan untuk me ince igah, 

reihabi ili itasii, dan me imbe irdayakan anak yang me ingalami i ti indakan 

peirlakuan yang salah (chi ild abuse id), e iksploiitasi i dan pe ine ilantaran, agar 

dapat me injami in ke ilangsungan hi idup dan tumbuh ke imbang anak se icara 

wajar, baiik fi isiik, me intal dan sosi ialnya.
45

 

Romli i Atmasasmi ita me inyampai ikan bahwa pe irli indungan anak 

me irupakan hal yang sangat pe intiing de imii te irci iptanya konti inuiitas ne igara, 
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kareina anak me irupakan ci ikal bakal suatu ge ineirasii manusiia dalam 

peimbangunan nasi ional. Peirli indungan anak adalah suatu kondi isii dan siituasi i 

yang me imungki inkan peilaksanaan hak dan ke iwajiiban seicara manusi ia 

posiiti if.
46

 Peinge irtiian peirli indungan anak dalam arti i luas adalah seimua usaha 

yang me ili indungii anak me ilaksanakan hak dan ke iwajiibannya se icara 

manusi iawii posi iti if. Seiti iap anak dapat me ilaksanakan haknya, i inii be irarti i 

diili indungii untuk me impe iroleih keipeinti ingan dan me impe irtahanakn haknya 

untuk hi idup, me impunyai i keilangsungan hi idup, tumbuh ke imbang, dan 

me indapat pe irliindungan.
47

 

Meinurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te intang 

Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Te intang 

Peirli indungan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 te intang 

Peirli indungan Anak) dalam ke ite intuan Pasal 1 angka 2 me injeilaskan bahwa 

peirli indungan anak adalah se igala ke igiiatan untuk me injami in dan me iliindungii 

anak dan hak-haknya agar dapat hi idup, tumbuh, be irkeimbang, dan 

beiraprti isiipasii seicara opti imal se isuaii deingan harkat dan martabat 

keimanusi iaan, se irta me indapat pe irliindungan dari i keikeirasan dan 

diiskriimi inasii. Pe irli indungan hukum te irhadap anak me inyangkut se imua 

aturan hukum yang be irlaku. Pe irliindungan iini i peirlu kareina anak 

me irupakan bagi ian masyarakat yang me impunyai i keite irbatasan se icara fi isi ik 
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dan me intalnya. Anak me ime irlukan adanya pe irli indungan dan peirawatan 

khusus.
48

 

Anak adalah manusi ia yang me irupakan pe imbawa hak, yai itu se igala 

seisuatu yang me impunyai i hak dan keiwajiiban yang di iseibut subjeik hukum. 

Beirdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 te intang 

Peirli indungan Anak me injeilaskan bahwa yang di iseibut de ingan anak adalah 

seiseiorang ang be ilum beirusiia 18 (deilapan beilas) tahun, te irmasuk anak yang 

masi ih dalam kandungan. Se itiiap hak anak harus di ijunjung ti inggii dan 

diihormati i deimi i teircapai inya tujuan yai itu lahi irnya ge ineirasii muda yang se ihat 

deimi i keibeirlangsungan keihi idupan dalam beirbangsa dan be irneigara. 

Peimbe intukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 teintang 

Peirli indungan Anak i inii be irtujuan untuk me injami in te irpeinuhiinya ke ibutuhan 

anak agar dapat hi idup, tumbuh, be irkeimbang, dan be irparti isiipasii seicara 

opti imal se isuai i deingan harkat dan martabat ke imanusi iaan, se irta me indapat 

peirli indungan darii keike irasan dan diiskriimi inasii, deimi i teirwujudnya anak 

Iindoneisiia yang be irkuali itas, beirakhlak muli ia, dan seijahteira. Seiti iap manusi ia 

me imi ili ikii hak asasi i yang te ilah di iundangkan ole ih ne igara keipada se iti iap 

warga ne igaranya. Hal te irseibut me ingandung makna bahwa hak asasi i 

manusi ia ada se ijak manusi ia iitu di ilahi irkan, beigi itupun deingan anak. Anak 

seibagai i manusi ia teirkeici il dalam ke ihiidupan beirmasyarakat me imi ili ikii hak 

yang harus di iliindungii ole ih undang-undang. 

                                                           
48 Marlina, Op.Cit., hlm. 42 



 

44 
 

Peirli indungan anak dapat di ibeidakan meinjadii dua bagi ian yai itu 

peirli indungan anak dalam bi idang yuri idiis dan non yuri idiis antara lai in:
49

 

a. Peirli indungan yang be irsiifat yuri idiis, me iliiputi i peirli indungan dalam 

biidang hukum publi ik dan bi idang hukum ke ipe irdataan. 

b. Peirli indungan yang be irsiifat non yuri idiis, me iliiputi i: pe irliindungan dalam 

biidang sosiial, bi idang Ke iseihatan, bi idang Peindi idiikan. 

Adapun dasar peirli indungan anak adalah se ibagai i beiriikut: 

a. Dasar Fiilosofiis 

Pancasi ila dasar keigi iatan dalam be irbagai i biidang keihi idupan, keiluarga, 

beirmasyarakat, be irneigara, be irbangsa, se irta dasar fi ilosofiis peilaksanaan 

peirli indungan anak.   

b. Dasar eiti is 

Peilaksana pe irli indungan anak harus se isuai i deingan e iti ika profeisii yang 

beirkai itan, untuk me ince igah peiri ilaku me inyi impang dalam pe ilaksanaan 

keiweinangan, ke ikuasaan, dan ke ikuatan dalam pe ilaksanaan 

peirli indungan anak.   

c. Dasar yuri idiis 

Peilaksanaan pe irli indungan anak harus diidasrkan pada Undang-Undang 

Dasar Ne igara Re ipubli ik I indoneisiia Tahun 1945, dan be irbagai i peiraturan 

peirundang-undangan lai innya yang be irlaku. Pe ine irapan dasar yuri idiis 

iini i harus se icara iinteigrati ivei, yai itu peineirapan te irpadu me inyangkut 
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peiraturan pe irundang-undangan dan be irbagai i biidang hukum yang 

beirkai itan.
50

 

Peirli indungan anak me irupakan suatu bi idang dalam pe imbangunan 

nasiional yang arti inya apabi ila upaya pe irliindungan anak te irabai ikan maka 

sama halnya de ingan me ingabai ikan peimbangunan nasi ional. Anak 

me irupakan sumbe ir daya dalam pe imbangunan suatu nge iara yang mana 

peimbanunannya di imulai i dari i usiia di inii agar anak dapat be irkontri ibusi i 

seicara maksi imal bagi i peimbangunan bangsa dan ne igara. Anak harus 

diili indungii seicara hukum yang be irlaku dalam se ibuah neigara. 

2. Peradilan Pidana Anak 

Anak seibagai i bagi ian darii geineirasi i muda yang me irupakan pe ineirus 

ci ita-ci ita pe irjuangan bangsa dan sumbe ir daya manusi ia bagi i peimbangunan 

nasiional. Upaya pe imbiinaan dan pe irliindungan anak yang di ihadapkan pada 

peiri ilaku me inyi impang darii peirmasalahan dan tantangan dalam masyarakat 

yang me ilakukan pe irbuatan hukum haruslah di iatur deingan suatu pe iraturan 

peirundang-undangan. Se ibagai i upayanya, pe ime iriintahan me ineirbiitkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 teintang Si isteim Pe iradi ilan Piidana 

Anak (UU No. 11 Tahun 2012 te intan Siisteim Pe iradiilan Pi idana Anak).  

Beirdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 te ingang 

Siisteim Pe iradiilan Piidana Anak, me inye ibutkan bahwa yang di imaksud 

deingan si isteim pe iradi ilan pi idana anak adalah ke iseiluruhan proseis 

peinye ileisaiian pe irkara anak yang be irhadapan de ingan hukum, mulai i dari i 
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tahap pe inye ili idiikan sampai i deingan tahap peimbi imbi ingan se iteilah me injalanii 

piidana. Pe iradiilan piidana anak masi ih beirada di ibawah ruang li ingkup 

Peiradi ilan Umum. Se icara i inteirn di i li ingkungan pe iradiilan umum dapat 

diitunjuk aparat-aparat pe ineigak hukum yang khusus untuk me ingadi ili i 

peirkara-peirkara anak.  

Peiradi ilan piidana anak me ili ibatkan anak dalam prose is hukum 

seibagai i subye ik tiindak piidana de ingan tiidak me ingabai ikan masa de ipan anak 

te irseibut, dan me ineigakkan wi ibawa hukum se ibagai i pe ingayom, pe iliindung 

seirta me inciiptakan iikli im yang te irti ib untuk me impe irole ih ke iadiilan.
51

 

Peirlakuan yang harus diite irapkan ole ih apparat pe ineigak hukum, harus 

me ineimpatkan anak pada ke idudukan khusus de ingan me impe irhati ikan 

keipe intiingan te irbai ik bagi i anak khususnya se icara bi iologi is, psi ikologi is, dan 

sosiial anak. 

Seitya Wahyudi i dalam di iseirtasi inya
52

 me ingeimukakan bahwa apa 

yang di imaksud de ingan si isteim pe iradi ilan pi idana anak adalah si iste im 

peine igakan hukum pe iradi ilan pi idana anak yang te irdiiri i atas subsiiste im 

peinyi idiikan anak, subsi isteim pe inuntutan anak, subsi isteim pe ime iri iksaan 

haki im anak, dan subsi isteim pe ilaksanaan sanksi i hukum pi idana anak yang 

beirlandasakan hukum pi idana mate iriiiil anak dan hukum pi idana formi il anak 

dan hukum pe ilaksanaan sanksi i hukum pi idana anak. Tujuan si isteim 

peine igakan peiradi ilan piidana anak i inii me ineikanakn pada tujuan ke ipe intiingan 

peirli indungan dan ke iseijahteiraan anak. 
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Seibagai i upaya dalam me ine irapkan si iste im pe iradi ilan pi idana anak, 

UU No. 11 Tahun 2012 te ilah me imbe iri ikan beibeirapa peitunjuk seibagai imana 

diiatur dalam ti iap-ti iap buti ir pasalnya. Be irdasarkan ke iteintuan Pasal 2 UU 

No. 11 Tahun 2012 te intang Si iste im Pe iradiilan Anak se icara te igas me ingatur 

bahwa siiste im pe iradi ilan pi idana anak di ilaksanakan be irdasarkan asas: 

a. Peirli indungan; 

b. Keiadi ilan; 

c. Nondiiskriimi inasii; 

d. Le ipeinti ingan teirbai ik bagi i anak; 

e. Peinghargaan te irhadap peindapat anak; 

f. Keilangsungan hi idup dan tumbuh ke imbang anak; 

g. Peimbi inaan dan pe imbiimbi ingan anak; 

h. Proporsiional; 

i. Peirampasan ke ime irdeikaan dan pe imi idanaan se ibagai i upaya te irakhiir; 

dan 

j. Peinghiindaran pe imbalasan. 

Le ibiih lanjut dalam ke ite intuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 

te intang Siiste im Pe iradiilan Pi idana Anak me ingatur: 

1) Siisteim pe iradi ilan piidana anak waji ib me ingutamakan 

peinde ikatan ke iadiilan reistorati ivei. 

2) Siisteim pe iradiilan pi idana anak se ibagaiimana diimaksud pada 

ayat (1) me ili iputi i: 
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a. Peinyi idi ikan dan peinuntutan pi idana anak yang 

diilaksanakan se isuaii deingan pe iraturan peirundang-

undangan, ke icuali i di iteintukan lai in dalam undang-

undang i inii. 

b. Peirsiidangan anak yang diilakukan ole ih peingadi ilan dii 

li ingkungan peiradi ilan umum; dan 

c. Peimbi inaan, peimbi imbi ingan, pe ingawasan, dan/atau 

peindampi ingan se ilama prose is peilaksanaan pi idana atau 

ti indakan dan seite ilah me injalanii piidana atau ti indakan. 

3) Dalam si iste im pe iradiilan piidana anak se ibagai imana di imaksud 

pada ayat (2) huruf a dan huruf b waji ib diiupayakan di iveirsii. 

Peinjatuhan piidana me irupakan saran peinal dalam me inghukum 

seiseiorang yang te ilah me ilakukan suatu ti indak piidana. Sanksii piidana ti idak 

me inutup keimungki inan dapat di ijatuhkan ke ipada anak yang te ilah 

me ilakukan ti indak pi idana. Sanksi i pi idana anak te irbagii me injadii 3 (ti iga) 

yai itu sanksii pi idana, sanksii ti indakan dan sanksi i admi iniistrati if.
53

 Hal 

te irseibut se ibagai iman di iatur dalam Bab V UU. No 11 Tahun 2012 te intang 

Siisteim Pe iradi ilan Pi idana Anak. Se ibagai imana di iatur dalam Pasal 69 UU 

No. 11 Tahun 2012 te intang Siiste im Pe iradi ilan Pi idana Anak yang se icara 

te igas me ingatur: 

1) Anak hanya dapat di ijatui i piidana atau diike inaii ti indakan beirdasarkan 

keite intuan dalam Undang-Undang iini i. 
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2) Anak yang be ilum be irusiia 14 (eimpat be ilas) tahun hanya dapat di ikeinai i 

ti indakan. 

 Adapun pe injeilasan leibi ih lanjut yai itu: 

a. Sanksii Piidana 

Sanksii piidana adalah pe indeiri itaan atau neistapa yang de ingan se ingaja 

diibe ibanakn keipada orang yang te ilah me ilakukan pe irbuatan yang 

me ime inuhi i syarat-syarat te irte intu.
54

  

Meingeinai i jeiniis-jeini is dari i piidana me inurut Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 

Tahun 2012 te intang Siisteim Pe iradiilan Pi idana Anak yai itu: 

Piidana Pokok bagi i Anak te irdiirii atas: 

a) Piidana pe iriingatan; 

b) Piidana de ingan syarat: 

1) Peimbi inaan di i luar le imbaga; 

2) Peilayanan masyarakat; atau 

3) Peingawasan. 

c) Peilati ihan ke irja; 

d) Peimbi inaan dalam le imbaga; dan 

e) Peinjara. 

b. Sanksii Tiindakan 

Beirdasarkan Bab V UU No. 11 Tahun 2012 te intang Si isteim Pe iradi ilan 

Piidana Anak me inyeibutkan te intang pi idana dan ti indakan. Tiindakan 

dapat di ike inakan ke ipada orang yang mampu be irtanggungjawab, orang 
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yang me impunyai i keisalahan, se ihi ingga piidana dan ti indakan dapat 

diijatuhkan se icara beirsama-sama ke ipada se iorang te irpiidana. 

Seibagai imana di iatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 

te intang Siiste im Pe iradiilan Pi idana Anak se icara te igas me ingatur: 

Tiindakan yang dapat di ike inakan keipada anak me ili iputii: 

a) Peingeimbali ian keipada orang tua/ wali i; 

b) Peinye irahan ke ipada seiseiorang; 

c) Peirawatan di i rumah sakiit jiiwa; 

d) Peirawatan di i LPKS; 

e) Keiwajiiban me ingiikuti i Peindi idiikan formal dan.atau pe ilati ihan 

yang di iadakan ole ih peime iriintah atau badan swasta; 

f) Peincabutan surat i iziin me ingeimudi i; dan/atau 

g) Peirbai ikan akiibat ti indak pi idana. 

c. Sanksii Admi iniistrati if 

Meinurut J.J Oosteirnbriing yang di imaksud de ingan sanksii admi iniistrati if 

adalah sanksi i yang muncul dari i hubungan antara pe ime iri intah warga 

neigara dan yang di ilaksanakan tanpa pe irantara pi ihak keitiiga yaiitu tanpa 

peirantara ke ikuasaan peiradi ilan, te itapi i seicara langsung di ilaksanakan 

ole ih admi iniistrasi i seindiiri i.
55

 Beirdasarkan Bab XIi UU No. 11 Tahun 

2012 te intang Si iste im Pe iradi ilan Pi idana Anak yang be irjudul Sanksii 

Admi ini istrati if dalam rumusan Pasal 95 yang me ingatur bahwa Pe ijabat 

atau pe itugas yang meilanggar ke ite intuan se ibagai imana di imaksud dalam 
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Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat 

(3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 

ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), seirta Pasal 62 di ikeinaii sanksii 

admi iniistrati if seisuaii deingan ke iteintuan pe iraturan pe irundang-undangan.  

Dalam hal i ini i yang di imaksud de ingan sanksii admi ini istrati ivei se isuaii 

deingan ke iteintuan Pasal 95 te irseibut adalah sanksi i admi iniistrati ivei yang 

diite intukan dan di iseibutkan dalam pe iraturan pe irundang-undangan yang 

me injadii dasar darii pe ijabat yang be irhak me injatuhkan sanksi i 

admi iniistrati ivei yang diimaksud.
56

  

3. Anak yang berkonflik dengan hukum 

Beirdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 te intang Siisteim 

Peiradi ilan Piidana Anak dalam ke ite intuan Pasal 1 angka 2 me inye ibutkan 

anak yang be irhadapan deingan hukum adalah anak yang be irkonfli ik deingan 

hukum, anak yang me injadii korban tiindak piidana, dan anak yang me injadii 

saksii ti indak pi idana. Be irdasarkan rumusan pasal te iseibut anak yang 

beirhadapan de ingan hukum atau anak yang be irkonfliik deingan hukum 

adalah me ireika yang be irkai itan langsung deingan ti indak pi idana bai ik se ibagai i 

korban maupun saksi i dalam suatu tiindak pi idana. Pe irbuatan yang 

me ilanggar keite intuan piidana dapat di ilakukan ole ih anak yang masi ih 

diibawah umur.  

Undnag-Undang No. 11 Tahun 2012 te intang Si iste im Pe iradiilan 

Piidana Anak me imbe iriikan de ifi iniisii anak diibawah umur se ibagaii anak yang 
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te ilah beirumur 12 tahun teitapi i beilum be irumur 18 tahun se irta me imbe idakan 

anak yang be irhadapan deingan hukum me injadii 3 (ti iga) jeini is, yai itu: 

a) Anak yang me injadii peilaku ti indak piidana (Pasal 1 angka 3) 

b) Anak yang me injadii korban ti indak pi idana (Pasal 1 angka 4) 

c) Anak yang me injadii saksii ti indak pi idana (Pasal 1 angka 5) 

Anak yang be irkonfliik deingan hukum be irdasarkan Pasal 1 angka 3 

UU No. 11 Tahun 2012 te intang Si isteim Pe iradi ilan Anak me inye ibutkan 

bahwa anak yang be irkonfli ik deingan hukum se ilanjunya diiseibut anak 

adalah anak yang te ilah be irumur 12 (dua be ilas) tahun, teitapi i be ilum 

beirumur 18 (de ilapan beilas) tahun yang di iduga me ilakukan ti indak pi idana. 

Deingan kata lai in yang diimaksud deingan anak dalam UU No. 11 tahun 

2012 teintang Si isteim Pe iradiilan Pi idana Anak adalah anak yang me ime inuhii 

syarat se ibagai i be iriikut:
57

 

1) Teilah be irumur 12 (dua be ilas) tahun, te itapii beilum be irumru 18 (deilapan 

beilas) tahun. 

2) Anak te irseibut di iduga me ilakukan ti indak piidana. 

Adanya syarat bahwa me inurut UU No. 11 Tahun 2012 te intang 

Siisteim Pe iradiilan Pi idana Anak bahwa apa yang di imaksud deingan anak 

harus teilah beirumur 12 (dua beilas) tahun, teitapi i beilum beirumur 18 

(deilapan be ilas) tahun, maka aki ibatnya anak yang be ilum be irumur 12 (dua 

beilas) tahun bukan anak dalam pe ingeirti ian yuri idiis se ibagaiimana te ilah diiatur 

ole ih undang-undang si iste im pe iradi ilan pi idana anak. Pe irsoalan umur anak 
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adalah sangat me ine intukan dalam pe inye ile isaiian peirkara anak me inurut UU 

No. 11 Tahun 2012 te intang Si iste im Pe iradi ilan Pi idana Anak. Se ijalan de ingan 

peirsoalan me ineintukan umur anak, haruslah di idukung de ingan adanya alat 

bukti i baiik alat bukti i beirupa surat maupun beirupa ke iteirangan saksii.
58

 

Beirdasarkan ke ite intuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 

te intang Siisteim Pe iradiilan Pi idana Anak dalam me irumuskan peingeirti iaan 

anak te irdapat frasa “anak yang di iduga meilakukan ti indak pi idana. Arti inya 

anak te irseibut di isangka atau di ipeirkiirakan me ilakukan ti indak pi idana. 

Meinurut Pasal 1 angka 3 dapat di ikeimukakan bahwa ti idak atau bukan 

anak yang se ike idar dapat di iduga tanpa adanya alasan atau syarat se ibagaii 

alat bukti i, te itapi i adalah anak yang mi iniimal te irdapat 2 (dua) alat bukti i 

yang me inunjukkan bahwa anak te irseibut di iduga me ilakukan ti indak 

piidana.
59

 Kaliimat ti indak piidana yang te idapat dalam Pasal 1 angka 3 

te irseibut adalah te irjeimahan dari i strafbaarfeii i atau deiliik atau dapat juga 

diite irjeimahkan me injadii pe ilanggaran pi idana seibagai imana te ilah diijeilaskan 

dii awal. 
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